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Abstrak: Interfaith marriages conducted abroad have become an 

increasingly prevalent phenomenon alongside global mobility and 

differences in legal regulations across countries. Under the Indonesian 

legal system, the validity of marriage largely depends on the fulfillment 

of religious requirements as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the 

Marriage Law, thereby raising legal issues when foreign marriage 

certificates are submitted for registration in Indonesia. This study aims 

to analyze the legal consequences of interfaith marriages conducted 

abroad with regard to their registration in Indonesia and examine how 

the state assesses the substantive and formal validity of such marriages. 

The research employs normative legal research methods, using statutory 

and conceptual approaches through an examination of legal doctrines, 

family law theories, and principles of private international law. The 

findings indicate that although foreign marriage certificates may be 

formally valid under the laws of the country where the marriage was 

solemnized, such marriages may still fail to satisfy the substantive 

requirements for marriage validity under Indonesian law if they are not 

conducted in accordance with the applicable religious provisions. 

Consequently, registration in Indonesia may be refused by the Civil 

Registry Office, potentially resulting in the absence of recognized marital 

status, administrative obstacles, and civil legal vulnerabilities for both 

spouses and their children. This study concludes that a disharmony exists 

between the formal validity of foreign marriage certificates and 

substantive validity under national law. Therefore, clearer legal policies 

are necessary to ensure legal certainty for Indonesian citizens. 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan sebagai institusi hukum menempati kedudukan penting dalam sistem hukum 

nasional, sebab melalui perkawinan terbentuk hubungan keluarga yang memiliki implikasi luas dalam 

ranah keperdataan, administrasi negara, hingga pembentukan ketertiban sosial (Emirudin, 2025; 

Mubarak et al., 2026). Dalam teori hukum keluarga, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum 

yang mengandung dimensi privat sekaligus publik. Dimensi privat tercermin dalam hubungan 

keperdataan antara suami, istri, dan anak, sedangkan dimensi publik tampak dalam kewajiban 

pencatatan oleh negara sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan (Mubarak et al., 2026; 

Prastini et al., 2024). Oleh karena itu, setiap negara menerapkan syarat-syarat tertentu untuk 

menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, serta menetapkan mekanisme pencatatan sebagai 

sarana legalitas administratif. 

Keabsahan perkawinan diatur melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Republik Indonesia, 1974; 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2023, 2026; Maloko et al., 2024). Syarat keagamaan 
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ini merupakan syarat materiil yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikesampingkan oleh tindakan 

administratif apa pun (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026; Septiandani et al., 2017; 

Cantonia & Majid, 2021). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa setiap 

perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 1974). Dengan 

demikian, sistem hukum Indonesia membangun pembedaan antara keabsahan perkawinan yang 

bergantung pada ketentuan agama, dan pencatatan perkawinan yang bersifat administratif serta 

berfungsi memberikan kepastian dan sarana pembuktian mengenai status perkawinan (Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, 2010; Prastini et al., 2024; Hasugian et al., 2026). 

Pasal 56 UU Perkawinan memberikan kemungkinan bagi Warga Negara Indonesia untuk 

melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan tunduk pada hukum negara tempat perkawinan 

dilangsungkan (lex loci celebrationis) (Republik Indonesia, 1974; Baharini & Salam, 2025; Mulyani et 

al., 2025; Romli, 2025). Akan tetapi, pengakuan terhadap perkawinan tersebut tetap tunduk pada syarat 

bahwa perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia (Republik 

Indonesia, 1974; Baharini & Salam, 2025; Romli, 2025). Dalam konteks normatif, ketentuan ini 

menunjukkan bahwa penerapan hukum asing dalam penilaian keabsahan perkawinan bukan merupakan 

bentuk penerimaan absolut, melainkan penerimaan bersyarat sesuai prinsip ketertiban umum (public 

order) dalam hukum perdata internasional (Sidiqah, 2022; Putri & Erwinsyahbana, 2019; Rahmadani, 

2024). 

Pada perkembangannya, globalisasi, mobilitas penduduk, dan pluralitas keyakinan mendorong 

semakin banyak warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, 

khususnya di negara-negara yang menganut sistem civil marriage yang memisahkan syarat agama dari 

syarat administratif. Perkawinan semacam ini diakui sebagai sah oleh hukum negara setempat, dan 

pasangan memperoleh akta perkawinan resmi dari otoritas asing (Nur Asih et al., 2024; Baharini & 

Salam, 2025; Paramita & Mahardika, 2025). Permasalahan muncul ketika pasangan tersebut kembali 

ke Indonesia dan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) (Wahyuni et al., 2022; Nur Asih et al., 2024). Dalam banyak kasus, 

meskipun akta perkawinan asing tersebut sah dan telah dilegalisasi, Disdukcapil menolak pencatatan 

dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan. Akibatnya, status perkawinan pasangan tersebut tidak diakui secara administratif di 

Indonesia. 

Ketidaksesuaian antara legalitas formil perkawinan menurut hukum negara asing dan syarat 

materiil keabsahan menurut hukum Indonesia menimbulkan persoalan normatif yang signifikan (Nur 

Asih et al., 2024; Baharini & Salam, 2025; Paramita & Mahardika, 2025). Di satu sisi, akta perkawinan 

asing memiliki kekuatan pembuktian formil karena dikeluarkan oleh otoritas yang sah, sepanjang 

memenuhi persyaratan keotentikan dokumen dan mekanisme pengakuan dokumen asing; namun, 

autentisitas formal dokumen tidak dengan sendirinya menentukan keabsahan substantif perkawinan 

menurut hukum Indonesia (Hasugian et al., 2026). Di sisi lain, substansi perkawinan tersebut dapat 

dinilai bertentangan dengan prinsip fundamental hukum keluarga Indonesia yang berlandaskan pada 

norma agama (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026; Maloko et al., 2024). Konflik 

antara norma internasional (lex loci celebrationis), asas ketertiban umum nasional, dan ketentuan 

keabsahan agama mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses pencatatan perkawinan beda 

agama di Indonesia (Sidiqah, 2022; Mulyani et al., 2025; Sanjaya, 2023; Putri & Erwinsyahbana, 2019). 

Ketidakharmonisan norma tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teoretis, tetapi juga 

menciptakan implikasi praktis yang merugikan. Pasangan yang perkawinannya tidak tercatat 

menghadapi berbagai hambatan administratif, seperti ketidakmampuan memperoleh Kartu Keluarga, 

keterbatasan akses terhadap layanan BPJS Kesehatan, kendala dalam pengurusan dokumen imigrasi, 

serta ketidakpastian mengenai status hukum anak. Di sisi keperdataan, ketiadaan pencatatan dapat 

menimbulkan kerentanan dalam pembuktian status suami-istri, kekaburan mengenai harta bersama, dan 

kesulitan dalam penyelesaian sengketa perkawinan maupun waris (Prastini et al., 2024; Kurniawan et 

al., 2023; Irfan et al., 2026). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya isu hukum yang 

bersifat mendasar, yaitu bagaimana negara menilai keabsahan perkawinan beda agama yang 

dilaksanakan di luar negeri dan bagaimana akibat hukumnya terhadap pencatatan dalam sistem 
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administrasi kependudukan Indonesia. Isu ini penting dikaji karena menyangkut hubungan antara norma 

agama, norma nasional, dan norma internasional, serta menyentuh aspek perlindungan terhadap hak-

hak keperdataan warga negara (Sekarbuana et al., 2021; Sukri et al., 2024; Maloko et al., 2024). 

Penelitian ini mengambil isu tersebut karena terdapat kebutuhan mendesak untuk memperjelas 

batas penerapan Pasal 56 UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama, serta menilai apakah 

kerangka hukum nasional telah memadai dalam menghadapi fenomena perkawinan lintas batas yang 

kompleks (Baharini & Salam, 2025; Putra, 2024; Harianti & Salsabila, 2026). Di tengah semakin 

meningkatnya kasus perkawinan beda agama di luar negeri, kerangka hukum yang jelas dan konsisten 

sangat diperlukan agar warga negara tidak berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan 

(Wahyuni et al., 2022; Nur Asih et al., 2024; Effendy & Leonard, 2024). Kebutuhan ini menegaskan 

urgensi kajian terhadap akibat hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri 

terhadap pencatatan di Indonesia sebagai upaya memberikan kontribusi akademik terhadap 

pembangunan hukum keluarga nasional. 

Perkawinan sebagai institusi hukum menempati kedudukan penting dalam sistem hukum 

nasional, sebab melalui perkawinan terbentuk hubungan keluarga yang memiliki implikasi luas dalam 

ranah keperdataan, administrasi negara, hingga pembentukan ketertiban sosial (Emirudin, 2025; 

Mubarak et al., 2026). Dalam teori hukum keluarga, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum 

yang mengandung dimensi privat sekaligus publik. Dimensi privat tercermin dalam hubungan 

keperdataan antara suami, istri, dan anak, sedangkan dimensi publik tampak dalam kewajiban 

pencatatan oleh negara sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan (Mubarak et al., 2026; 

Prastini et al., 2024). Oleh karena itu, setiap negara menerapkan syarat-syarat tertentu untuk 

menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, serta menetapkan mekanisme pencatatan sebagai 

sarana legalitas administratif. 

Keabsahan perkawinan diatur melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Republik Indonesia, 1974; 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2023, 2026; Maloko et al., 2024). Syarat keagamaan 

ini merupakan syarat materiil yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikesampingkan oleh tindakan 

administratif apa pun (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026; Septiandani et al., 2017; 

Cantonia & Majid, 2021). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa setiap 

perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 1974). Dengan 

demikian, sistem hukum Indonesia membangun pembedaan antara keabsahan perkawinan yang 

bergantung pada ketentuan agama, dan pencatatan perkawinan yang bersifat administratif serta 

berfungsi memberikan kepastian dan sarana pembuktian mengenai status perkawinan (Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, 2010; Prastini et al., 2024; Hasugian et al., 2026). 

Pasal 56 UU Perkawinan memberikan kemungkinan bagi Warga Negara Indonesia untuk 

melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan tunduk pada hukum negara tempat perkawinan 

dilangsungkan (lex loci celebrationis) (Republik Indonesia, 1974; Baharini & Salam, 2025; Mulyani et 

al., 2025; Romli, 2025). Akan tetapi, pengakuan terhadap perkawinan tersebut tetap tunduk pada syarat 

bahwa perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia (Republik 

Indonesia, 1974; Baharini & Salam, 2025; Romli, 2025). Dalam konteks normatif, ketentuan ini 

menunjukkan bahwa penerapan hukum asing dalam penilaian keabsahan perkawinan bukan merupakan 

bentuk penerimaan absolut, melainkan penerimaan bersyarat sesuai prinsip ketertiban umum (public 

order) dalam hukum perdata internasional (Sidiqah, 2022; Putri & Erwinsyahbana, 2019; Rahmadani, 

2024). 

Pada perkembangannya, globalisasi, mobilitas penduduk, dan pluralitas keyakinan mendorong 

semakin banyak warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, 

khususnya di negara-negara yang menganut sistem civil marriage yang memisahkan syarat agama dari 

syarat administratif. Perkawinan semacam ini diakui sebagai sah oleh hukum negara setempat, dan 

pasangan memperoleh akta perkawinan resmi dari otoritas asing (Nur Asih et al., 2024; Baharini & 

Salam, 2025; Paramita & Mahardika, 2025). Permasalahan muncul ketika pasangan tersebut kembali 

ke Indonesia dan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil (Disdukcapil) (Wahyuni et al., 2022; Nur Asih et al., 2024). Dalam banyak kasus, 

meskipun akta perkawinan asing tersebut sah dan telah dilegalisasi, Disdukcapil menolak pencatatan 

dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan. Akibatnya, status perkawinan pasangan tersebut tidak diakui secara administratif di 

Indonesia. 

Ketidaksesuaian antara legalitas formil perkawinan menurut hukum negara asing dan syarat 

materiil keabsahan menurut hukum Indonesia menimbulkan persoalan normatif yang signifikan (Nur 

Asih et al., 2024; Baharini & Salam, 2025; Paramita & Mahardika, 2025). Di satu sisi, akta perkawinan 

asing memiliki kekuatan pembuktian formil karena dikeluarkan oleh otoritas yang sah, sepanjang 

memenuhi persyaratan keotentikan dokumen dan mekanisme pengakuan dokumen asing; namun, 

autentisitas formal dokumen tidak dengan sendirinya menentukan keabsahan substantif perkawinan 

menurut hukum Indonesia (Hasugian et al., 2026). Di sisi lain, substansi perkawinan tersebut dapat 

dinilai bertentangan dengan prinsip fundamental hukum keluarga Indonesia yang berlandaskan pada 

norma agama (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026; Maloko et al., 2024). Konflik 

antara norma internasional (lex loci celebrationis), asas ketertiban umum nasional, dan ketentuan 

keabsahan agama mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses pencatatan perkawinan beda 

agama di Indonesia (Sidiqah, 2022; Mulyani et al., 2025; Sanjaya, 2023; Putri & Erwinsyahbana, 2019). 

Ketidakharmonisan norma tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teoretis, tetapi juga 

menciptakan implikasi praktis yang merugikan. Pasangan yang perkawinannya tidak tercatat 

menghadapi berbagai hambatan administratif, seperti ketidakmampuan memperoleh Kartu Keluarga, 

keterbatasan akses terhadap layanan BPJS Kesehatan, kendala dalam pengurusan dokumen imigrasi, 

serta ketidakpastian mengenai status hukum anak. Di sisi keperdataan, ketiadaan pencatatan dapat 

menimbulkan kerentanan dalam pembuktian status suami-istri, kekaburan mengenai harta bersama, dan 

kesulitan dalam penyelesaian sengketa perkawinan maupun waris (Prastini et al., 2024; Kurniawan et 

al., 2023; Irfan et al., 2026). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya isu hukum yang 

bersifat mendasar, yaitu bagaimana negara menilai keabsahan perkawinan beda agama yang 

dilaksanakan di luar negeri dan bagaimana akibat hukumnya terhadap pencatatan dalam sistem 

administrasi kependudukan Indonesia. Isu ini penting dikaji karena menyangkut hubungan antara norma 

agama, norma nasional, dan norma internasional, serta menyentuh aspek perlindungan terhadap hak-

hak keperdataan warga negara (Sekarbuana et al., 2021; Sukri et al., 2024; Maloko et al., 2024). 

Penelitian ini mengambil isu tersebut karena terdapat kebutuhan mendesak untuk memperjelas 

batas penerapan Pasal 56 UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama, serta menilai apakah 

kerangka hukum nasional telah memadai dalam menghadapi fenomena perkawinan lintas batas yang 

kompleks (Baharini & Salam, 2025; Putra, 2024; Harianti & Salsabila, 2026). Di tengah semakin 

meningkatnya kasus perkawinan beda agama di luar negeri, kerangka hukum yang jelas dan konsisten 

sangat diperlukan agar warga negara tidak berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan 

(Wahyuni et al., 2022; Nur Asih et al., 2024; Effendy & Leonard, 2024). Kebutuhan ini menegaskan 

urgensi kajian terhadap akibat hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri 

terhadap pencatatan di Indonesia sebagai upaya memberikan kontribusi akademik terhadap 

pembangunan hukum keluarga nasional. 

 

METODE PENELTIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, 

yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas, dan prinsip hukum yang mengatur 

keabsahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri serta akibat hukumnya terhadap 

pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan 

norma hukum sebagai objek kajian utama dan dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan 

perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang 

diteliti (Putra et al., 2026). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) 

dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan, peraturan pelaksana, serta ketentuan hukum perdata internasional yang berkaitan 
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dengan asas lex loci celebrationis dan prinsip ketertiban umum (public order). Selain itu, digunakan 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach) melalui kajian terhadap doktrin, konsep hukum 

keluarga, konsep keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, serta pandangan para ahli mengenai 

kedudukan pencatatan dalam sistem administrasi kependudukan. Pendekatan statute approach 

digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menguji keterkaitan serta konsistensi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan conceptual approach digunakan untuk 

memahami konsep dan doktrin hukum yang menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum 

(Kristianto & Chariansyah, 2026). 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan, administrasi kependudukan, serta perkawinan beda 

agama. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli 

hukum yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan 

pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan. 

Penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan karakteristik penelitian hukum 

normatif yang menempatkan bahan kepustakaan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan 

hukum (Putra et al., 2026). 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan 

mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, 

bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis 

norma dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab 

permasalahan khusus mengenai pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan 

di luar negeri serta akibat hukumnya terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. Pendekatan 

preskriptif dalam penelitian hukum normatif diarahkan untuk menghasilkan argumentasi mengenai apa 

yang seharusnya dilakukan atau bagaimana suatu persoalan hukum seharusnya diselesaikan 

berdasarkan norma, asas, dan prinsip hukum yang berlaku (Putra et al., 2026). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Status Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri 

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara dua orang yang menganut agama atau 

kepercayaan berbeda. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan beda agama tidak diatur secara 

eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan 

bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. 

Ketentuan tersebut menempatkan hukum agama sebagai dasar substantif dalam menentukan sah atau 

tidaknya perkawinan. Oleh karena itu, persoalan perkawinan beda agama tidak semata-mata berkaitan 

dengan perbedaan identitas agama para pihak, tetapi juga dengan terpenuhi atau tidaknya persyaratan 

perkawinan berdasarkan hukum agama yang berlaku (Imaduddin et al., 2024; Maloko et al., 2024). 

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara keabsahan perkawinan dan pencatatannya oleh 

negara. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur keabsahan berdasarkan hukum agama, sedangkan 

Pasal 2 ayat (2) mengatur kewajiban pencatatan perkawinan. Pencatatan memiliki fungsi administratif 

dan pembuktian untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta melindungi hak-

hak keperdataan para pihak. Dengan demikian, perkawinan yang belum tercatat tidak selalu identik 

dengan perkawinan yang tidak sah. Penilaian terhadap status hukumnya harus terlebih dahulu 

memperhatikan apakah persyaratan keabsahan perkawinan telah terpenuhi (Alifa et al., 2023; 

Romadhon & Bahori, 2023; Setiawan, 2022). 

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri. 

Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia 

antara dua orang WNI atau antara seorang WNI dan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi WNI tidak 

melanggar ketentuan UU Perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas lex loci 

celebrationis, yaitu hukum tempat perkawinan dilangsungkan menjadi dasar penilaian keabsahan 
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perkawinan. Meskipun demikian, penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh 

persyaratan hukum nasional Indonesia bagi WNI (Mulyani et al., 2025; Fattah et al., 2026). 

Konsekuensinya, akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara asing tidak secara otomatis 

menjamin pengakuan perkawinan di Indonesia. Dokumen tersebut membuktikan bahwa perkawinan 

telah dilangsungkan menurut hukum negara penerbit, tetapi tidak serta-merta menghilangkan kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan UU Perkawinan. Apabila perkawinan beda agama tidak dapat memenuhi 

persyaratan keabsahan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), timbul persoalan mengenai pemenuhan ketentuan 

Pasal 56 ayat (1). Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi pertentangan antara legalitas formal 

berdasarkan hukum asing dan persyaratan substantif berdasarkan hukum nasional. Dalam perspektif 

hukum perdata internasional, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui pembatasan penerapan hukum 

asing berdasarkan prinsip ordre public atau ketertiban umum nasional (Ariyanti & Khasanah, 2026; 

Nugroho et al., 2025). 

Selain aspek keabsahan, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri juga tunduk pada 

kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut 

mewajibkan suami dan istri mendaftarkan surat bukti perkawinan kepada Kantor Pencatatan 

Perkawinan di tempat tinggal mereka paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia. 

Mekanisme ini berkaitan dengan ketentuan administrasi kependudukan, khususnya Peraturan Presiden 

Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Dalam kondisi 

tertentu, pelaporan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri juga dilakukan melalui Perwakilan 

Republik Indonesia sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 

Meskipun demikian, kewajiban pelaporan administratif perlu dibedakan dari pengakuan 

substantif terhadap keabsahan perkawinan. Instansi pencatatan sipil pada dasarnya menjalankan 

kewenangan berdasarkan persyaratan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan dan tidak dapat disamakan dengan pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa 

persoalan hukum melalui proses yudisial. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan 

dalam perkawinan beda agama di luar negeri, yaitu keabsahan berdasarkan hukum perkawinan 

Indonesia, validitas dokumen perkawinan asing, serta pelaporan atau pencatatan dalam administrasi 

kependudukan. 

Perkembangan pengaturan juga perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2023. SEMA tersebut memberikan pedoman kepada hakim agar berpedoman pada ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat 

yang berbeda agama dan kepercayaan. Ketentuan ini memperlihatkan arah pedoman peradilan dalam 

menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, keberadaan akta 

perkawinan asing tidak dapat dipandang sebagai jaminan bahwa permohonan pencatatannya di 

Indonesia akan diterima. 

Tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kepastian status 

perkawinan dan pembuktian hubungan hukum para pihak. Dampaknya dapat berkaitan dengan 

administrasi kependudukan, status harta bersama, hubungan kewarisan, serta pemenuhan hak-hak 

administratif yang mensyaratkan bukti hubungan keluarga. Namun, akibat hukum tersebut tidak dapat 

ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya pencatatan, melainkan harus memperhatikan status 

keabsahan perkawinan dan rezim hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 35 ayat (1) UU 

Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

Penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada keberadaan hubungan perkawinan yang sah 

menurut hukum. 

Terhadap anak yang lahir dari hubungan pasangan yang perkawinannya tidak tercatat atau 

menghadapi persoalan keabsahan, perlindungan hukum tetap harus diperhatikan. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata 

dengan laki-laki yang terbukti memiliki hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, persoalan 

keabsahan perkawinan orang tua tidak dapat secara otomatis menghilangkan hak anak atas identitas, 

perlindungan, dan hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan menurut hukum. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan 

di luar negeri menimbulkan persoalan hukum pada persinggungan antara hukum negara tempat 

perkawinan dilangsungkan, hukum perkawinan nasional, hukum agama, dan administrasi 

kependudukan. Pasal 56 UU Perkawinan memberikan ruang bagi penerapan hukum tempat perkawinan 

dilangsungkan, tetapi tetap mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan Indonesia 

bagi WNI. Oleh sebab itu, akta perkawinan asing tidak secara otomatis menghasilkan pengakuan dan 

pencatatan di Indonesia. Penilaian terhadap akibat hukumnya harus dilakukan dengan membedakan 

keabsahan substantif, legalitas formal dokumen asing, dan pemenuhan prosedur administrasi 

kependudukan. 

 

Akibat Hukum Terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Indonesia 

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai 

instrumen administrasi negara untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan dan 

hubungan keluarga. Pencatatan juga berfungsi memberikan kepastian terhadap status hukum suami, 

istri, dan anak serta memudahkan pembuktian hubungan hukum dalam berbagai kepentingan 

keperdataan. Dengan demikian, pencatatan tidak semata-mata berfungsi sebagai pendataan 

administratif, tetapi juga memiliki fungsi pembuktian dan perlindungan hukum terhadap para pihak 

dalam hubungan keluarga (Krestianto et al., 2025; Prastini et al., 2024). 

Kedudukan pencatatan tersebut perlu dibedakan dari keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) 

mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan konstruksi tersebut, terdapat dua aspek yang perlu dibedakan, yaitu: (a) keabsahan substantif, 

yang berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan 

hukum yang berlaku; dan (b) pencatatan administratif, yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk 

mencatat dan mendokumentasikan peristiwa perkawinan (Prastini et al., 2024). 

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan tidak dapat begitu saja disamakan dengan 

penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam kajian mengenai Pasal 2 UU Perkawinan, 

pencatatan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap 

hubungan perkawinan. Dalam administrasi kependudukan bahkan dikenal status “kawin belum 

tercatat”, yang menunjukkan bahwa sistem administrasi negara membedakan antara keadaan 

perkawinan dengan status pencatatannya (Kustiawan et al., 2022). Oleh karena itu, perkawinan yang 

belum tercatat tidak serta-merta dapat disamakan dengan perkawinan yang tidak sah. Ketidakadaan 

pencatatan terutama menimbulkan persoalan dalam aspek pembuktian dan administrasi kependudukan 

serta dapat menyulitkan para pihak dalam memperoleh pelayanan yang mensyaratkan bukti status 

perkawinan (Kustiawan et al., 2022). 

Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, persoalan tersebut menjadi lebih 

kompleks karena terdapat hubungan antara hukum nasional Indonesia dan hukum negara tempat 

perkawinan dilangsungkan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa 

perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau antara 

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut 

hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar 

ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan penerapan asas lex loci 

celebrationis, tetapi penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh hukum nasional 

Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974; 

Romli & Khadijah, 2024). 

Dengan demikian, suatu perkawinan yang secara formal sah menurut hukum negara tempat 

perkawinan dilangsungkan belum tentu secara otomatis memperoleh pengakuan administratif di 

Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia terdapat persyaratan kumulatif, yaitu perkawinan harus sah 

berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks perkawinan beda agama, persyaratan kedua 

menjadi persoalan utama karena Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai 
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dasar penentuan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, penerapan lex loci celebrationis 

berdasarkan Pasal 56 tetap harus dibaca bersama dengan pembatasan yang berasal dari hukum nasional 

Indonesia (Romli & Khadijah, 2024). 

Mekanisme pelaporan perkawinan di luar negeri selanjutnya diatur dalam rezim administrasi 

kependudukan. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur mengenai 

pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Ketentuan tersebut 

kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Dalam mekanisme tersebut, perkawinan WNI di luar 

negeri dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi 

pelaksana di Indonesia sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2006; Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, 2018). 

Ketentuan mengenai tenggang waktu juga perlu dibedakan antara rezim UU Perkawinan dan 

rezim Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa dalam waktu 

satu tahun setelah suami dan istri kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus 

didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Sementara itu, Pasal 34 ayat (4) 

UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan WNI di luar negeri yang telah dilaporkan 

kepada Perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan kembali kepada instansi pelaksana di tempat 

tinggal paling lambat 30 hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Kedua 

ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa seluruh 

kewajiban administratif baru muncul setelah satu tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, 2006). 

Dokumen utama dalam proses pelaporan tersebut adalah bukti atau akta perkawinan yang 

diterbitkan oleh negara tempat perkawinan dilangsungkan, disertai dokumen identitas dan dokumen lain 

sesuai dengan persyaratan administrasi kependudukan. Persyaratan mengenai legalisasi atau apostille 

tidak tepat diposisikan sebagai persyaratan mutlak yang berlaku identik terhadap seluruh dokumen 

perkawinan asing, karena penerapannya bergantung pada rezim hukum dokumen publik asing yang 

berlaku serta ketentuan negara penerbit dan negara penerima dokumen. Oleh karena itu, dokumen 

perkawinan asing harus dilihat dari aspek autentisitas, kewenangan lembaga penerbit, kesesuaian data, 

serta pemenuhan persyaratan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, 2019). 

Dalam proses tersebut, validitas dokumen asing dan keabsahan substantif perkawinan merupakan 

dua persoalan yang berbeda. Akta perkawinan asing yang autentik membuktikan bahwa suatu 

perkawinan telah dilangsungkan atau dicatat menurut hukum negara penerbit, tetapi keberadaan akta 

tersebut belum dengan sendirinya menjawab apakah perkawinan tersebut memenuhi persyaratan hukum 

Indonesia. Dengan demikian, dokumen asing tidak dapat dipahami sebagai bukti yang secara otomatis 

mengesampingkan pembatasan hukum nasional terhadap perkawinan WNI di luar negeri. Ketentuan 

Pasal 56 UU Perkawinan justru menunjukkan bahwa hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan 

harus berjalan bersama dengan persyaratan yang berlaku bagi WNI berdasarkan hukum Indonesia 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974; Romli & 

Khadijah, 2024). 

Dalam konteks perkawinan beda agama, persoalan tersebut semakin kompleks setelah 

diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut pada pokoknya 

memberikan pedoman kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan 

antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perlu 

ditempatkan terutama dalam konteks kewenangan dan praktik peradilan, bukan sebagai ketentuan yang 

secara langsung mengatur seluruh prosedur administratif Disdukcapil. Kajian mengenai SEMA tersebut 

menunjukkan bahwa penerbitannya memperkuat arah pembatasan terhadap permohonan pencatatan 

perkawinan beda agama melalui mekanisme pengadilan (Muin et al., 2024). 
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Dengan demikian, tidak tepat apabila setiap penolakan atau tidak dapat diprosesnya pencatatan 

oleh Disdukcapil secara otomatis dipahami sebagai penerapan langsung SEMA Nomor 2 Tahun 2023. 

Persoalan tersebut harus dikaitkan dengan dasar hukum dan persyaratan administratif yang berlaku 

terhadap peristiwa perkawinan yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan dilakukan di luar negeri, 

persoalan utamanya adalah apakah perkawinan tersebut memenuhi persyaratan kumulatif Pasal 56 UU 

Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan substantif hukum Indonesia, 

keberadaan akta perkawinan asing tidak dengan sendirinya menghilangkan pembatasan yang ditentukan 

oleh hukum nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

1974). 

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui prinsip 

ketertiban umum (ordre public), yaitu pembatasan terhadap penerapan atau pengakuan hukum asing 

apabila penerapannya menghasilkan akibat yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip atau 

ketentuan hukum forum. Namun, konsep ordre public harus diterapkan secara hati-hati dan tidak dapat 

dipahami sebagai kewenangan umum untuk menolak setiap dokumen atau peristiwa hukum asing. 

Dalam konteks perkawinan WNI di luar negeri, pembatasan tersebut terutama harus dikaitkan dengan 

ketentuan khusus Pasal 56 UU Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan 

menurut hukum negara setempat tetap tidak boleh melanggar ketentuan UU Perkawinan (Romli & 

Khadijah, 2024). 

Atas dasar konstruksi tersebut, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di negara yang 

membolehkannya tidak dapat hanya dinilai berdasarkan keberadaan akta perkawinan asing. 

Penilaiannya harus dilakukan melalui tiga lapis analisis, yaitu (1) keabsahan perkawinan menurut 

hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, (2) terpenuhinya batasan hukum nasional Indonesia 

terhadap WNI berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, dan (3) pemenuhan persyaratan 

administratif untuk pelaporan dan pencatatan dalam sistem Administrasi Kependudukan Indonesia. 

Pemisahan ketiga aspek tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan antara keabsahan suatu 

perkawinan, kekuatan pembuktian dokumen perkawinan asing, dan penerimaan peristiwa tersebut 

dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. 

Dengan konstruksi tersebut, pencatatan perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai 

formalitas administratif, tetapi juga tidak tepat ditempatkan sebagai tindakan yang secara otomatis 

menentukan keabsahan substantif perkawinan. Pencatatan berfungsi memberikan kepastian, 

pembuktian, dan integrasi data mengenai status keluarga dalam sistem administrasi negara, sedangkan 

keabsahan perkawinan tetap harus ditentukan berdasarkan norma yang mengatur syarat substantif 

perkawinan (Krestianto et al., 2025; Kustiawan et al., 2022). Dalam konteks perkawinan beda agama 

yang dilaksanakan di luar negeri, perbedaan antara kedua aspek tersebut menjadi sangat penting karena 

suatu perkawinan dapat memperoleh dokumen resmi dari negara tempat perkawinan dilangsungkan, 

tetapi pengakuan dan pencatatannya dalam sistem hukum Indonesia tetap harus diuji berdasarkan 

batasan hukum nasional (Romli & Khadijah, 2024). 

Apabila suatu perkawinan tidak tercatat, status perkawinan para pihak tidak serta-merta tercermin 

sebagai perkawinan tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan. Dalam praktik administrasi 

kependudukan, status tersebut dapat dicantumkan sebagai “kawin belum tercatat” sesuai dengan 

mekanisme yang diatur dalam peraturan administrasi kependudukan. Pencantuman status tersebut 

merupakan bentuk pendataan administratif dan tidak dengan sendirinya dapat dimaknai sebagai 

pengakuan negara terhadap keabsahan substantif perkawinan. Kebijakan mengenai status “kawin belum 

tercatat” dimaksudkan antara lain untuk memberikan kepastian administratif mengenai keadaan 

keluarga dan melindungi kepentingan pasangan serta anak dalam administrasi kependudukan 

(Kustiawan et al., 2022). Dengan demikian, pernyataan bahwa pasangan yang tidak memiliki akta 

perkawinan selalu tercatat sebagai “belum kawin” perlu disesuaikan dengan perkembangan administrasi 

kependudukan, karena saat ini terdapat kategori “kawin belum tercatat” dalam dokumen kependudukan. 

Ketiadaan pencatatan perkawinan tetap dapat menimbulkan persoalan dalam pembuktian status 

keluarga. Akta perkawinan merupakan dokumen resmi yang memberikan bukti administratif mengenai 

terjadinya perkawinan, sehingga ketiadaannya dapat menyulitkan pasangan ketika harus membuktikan 

hubungan perkawinan dalam berbagai keperluan hukum dan administratif. Undang-Undang 
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Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perkawinan menghasilkan pencatatan pada 

register akta perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan, sedangkan apabila suatu perkawinan 

tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan 

pengadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, 2006). Oleh karena itu, ketiadaan akta tidak tepat dipahami sebagai hilangnya seluruh 

kemungkinan pengakuan administratif, tetapi lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang membutuhkan 

mekanisme pembuktian atau penetapan tertentu. 

Dalam hal Kartu Keluarga (KK), ketentuan administrasi kependudukan juga telah mengalami 

perkembangan. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memungkinkan pencantuman status “kawin 

belum tercatat” dalam dokumen kependudukan. Dengan demikian, tidak tepat apabila dinyatakan 

bahwa pasangan tanpa akta perkawinan sama sekali tidak dapat memiliki KK atau tidak dapat tercatat 

dalam satu unit keluarga. Yang menjadi persoalan adalah bahwa status tersebut tidak sama dengan 

perkawinan yang telah tercatat secara resmi. Pencantuman “kawin belum tercatat” pada KK merupakan 

bentuk administrasi data kependudukan dan bukan pengesahan terhadap keabsahan perkawinan 

(Kustiawan et al., 2022; Amzal & Hanapi, 2023). Bahkan, mekanisme tersebut dapat digunakan untuk 

mendukung pencatatan administrasi anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat, sehingga 

perlindungan administratif terhadap anak tetap dapat diberikan. 

Status perkawinan yang belum tercatat juga dapat menimbulkan hambatan dalam berbagai 

hubungan hukum yang mensyaratkan bukti hubungan keluarga. Hambatan tersebut tidak selalu 

berbentuk penolakan otomatis, karena setiap lembaga memiliki persyaratan dan dasar hukum masing-

masing. Dalam praktiknya, bukti perkawinan dapat diperlukan untuk kepentingan kepesertaan keluarga 

dalam program jaminan kesehatan, pengajuan fasilitas keimigrasian yang berbasis hubungan keluarga, 

fasilitas perbankan tertentu, maupun pengurusan hak-hak yang berkaitan dengan pasangan. Oleh karena 

itu, dampak tidak tercatatnya perkawinan lebih tepat dipahami sebagai melemahnya kemampuan 

pembuktian status pasangan, bukan sebagai ketentuan bahwa seluruh pelayanan publik dan privat secara 

otomatis tidak dapat diberikan kepada pasangan yang perkawinannya belum tercatat (Kustiawan et al., 

2022). 

Kondisi tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pembuktian dalam sengketa perceraian. Dalam 

perkara perceraian, keberadaan perkawinan merupakan salah satu fakta yang harus dibuktikan sebelum 

pengadilan dapat memeriksa dan memutus akibat hukum perceraian. Mahkamah Agung menegaskan 

bahwa pemeriksaan perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, termasuk dalam 

pemeriksaan secara verstek. Pembuktian dapat menggunakan akta perkawinan maupun alat bukti lain 

yang relevan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). 

Dengan demikian, tidak adanya akta perkawinan dapat meningkatkan beban pembuktian dan 

mendorong penggunaan bukti tambahan, tetapi tidak tepat apabila dikatakan bahwa gugatan perceraian 

otomatis gugur hanya karena perkawinan tidak tercatat. 

Dalam persoalan harta perkawinan, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan kesulitan 

dalam membuktikan kedudukan harta yang diperoleh selama berlangsungnya hubungan perkawinan. 

Pencatatan memberikan bukti yang lebih jelas mengenai status hubungan para pihak sehingga 

memudahkan penerapan ketentuan mengenai harta bersama. Dalam perkawinan yang tidak tercatat, 

persoalan tersebut dapat menjadi lebih kompleks karena terlebih dahulu harus dibuktikan kedudukan 

hubungan perkawinannya. Penelitian mengenai akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat 

menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian harta 

yang diperoleh selama hubungan perkawinan dan meningkatkan kebutuhan akan pembuktian serta 

perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan (Sianturi et al., 2024; Zulfadli et al., 2026). 

Persoalan serupa dapat muncul dalam bidang kewarisan. Status sebagai pasangan yang 

ditinggalkan memiliki konsekuensi terhadap kedudukan seseorang dalam hubungan kewarisan, 

sehingga bukti mengenai adanya perkawinan menjadi penting ketika terjadi sengketa waris. Tidak 

tercatatnya perkawinan dapat menyebabkan pasangan yang ditinggalkan harus terlebih dahulu 

membuktikan hubungan perkawinannya sebelum memperoleh pengakuan atas kedudukan hukum yang 

berkaitan dengan pewarisan. Penelitian mengenai sengketa waris akibat perkawinan tidak tercatat 

menunjukkan bahwa ketiadaan bukti pencatatan dapat membatasi pengakuan hubungan keperdataan 
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dan meningkatkan potensi sengketa mengenai kedudukan pasangan maupun anak (Simanjuntak, 2026; 

Zulfadli et al., 2026). Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata bahwa pasangan pasti 

kehilangan hak waris, melainkan bahwa ketidakadaan bukti perkawinan dapat memperberat proses 

pembuktian mengenai kedudukan hukum sebagai pasangan atau ahli waris. 

Tidak tercatatnya perkawinan juga berpotensi menimbulkan persoalan administratif dalam 

pencatatan kelahiran anak, perubahan data kependudukan, serta pembuktian hubungan keluarga. 

Namun, administrasi kependudukan memberikan mekanisme tertentu untuk tetap mencatat kelahiran 

dan identitas anak dari perkawinan yang belum tercatat. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 

mengakomodasi pencantuman status “kawin belum tercatat” dan mekanisme pernyataan tanggung 

jawab mutlak dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut dimaksudkan antara lain untuk memberikan 

perlindungan administratif kepada anak dan memastikan anak tetap memperoleh identitas 

kependudukan (Amzal & Hanapi, 2023). Dengan demikian, tidak tepat apabila dikatakan bahwa tidak 

tercatatnya perkawinan secara otomatis mengakibatkan anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran. 

Sengketa yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan pada prinsipnya dapat berkaitan 

dengan keputusan atau tindakan administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Apabila terdapat 

keputusan administrasi yang dianggap merugikan hak seseorang, tersedia mekanisme keberatan dan 

upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara. Namun, tidak setiap persoalan 

mengenai pencatatan perkawinan secara otomatis menjadi sengketa Tata Usaha Negara. Penentuan 

forum dan jenis upaya hukum harus dilihat dari karakter keputusan atau tindakan administratif yang 

disengketakan serta kewenangan lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, pernyataan mengenai 

kemungkinan sengketa hingga Pengadilan Tata Usaha Negara perlu ditempatkan secara kondisional dan 

tidak dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari tidak tercatatnya perkawinan. 

Dalam konteks perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, kewenangan 

Disdukcapil perlu dipahami dalam kerangka administrasi kependudukan. Disdukcapil melakukan 

verifikasi dan validasi terhadap dokumen serta persyaratan pencatatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam proses pencatatan 

perkawinan, petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir serta dokumen 

persyaratan, kemudian data direkam dalam basis data kependudukan dan pejabat pencatatan sipil 

melakukan pencatatan serta menerbitkan kutipan akta perkawinan apabila seluruh persyaratan terpenuhi 

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, 2019). Dengan 

demikian, kewenangan Disdukcapil lebih tepat dipahami sebagai kewenangan administratif yang terikat 

pada peraturan perundang-undangan, bukan sebagai limited discretion yang memberikan kebebasan 

kepada pejabat untuk menentukan sendiri keabsahan substantif perkawinan. 

Dalam perkara perkawinan beda agama, persoalan keabsahan substantif berkaitan dengan Pasal 

2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-

XII/2014 menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut dan mempertahankan konstruksi 

hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pendekatan tersebut kembali ditegaskan dalam perkembangan 

putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, termasuk Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025 yang 

diputus pada 2 Februari 2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2026). Dengan 

demikian, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tidak dapat hanya dinilai 

berdasarkan fakta bahwa negara tempat perkawinan dilangsungkan membolehkan perkawinan tersebut. 

Dalam konteks tersebut, penolakan pencatatan tidak seharusnya semata-mata dikonstruksikan 

sebagai tindakan Disdukcapil untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Lebih tepat 

dikatakan bahwa pencatatan administrasi hanya dapat dilakukan apabila persyaratan yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan terpenuhi. Untuk perkawinan beda agama, terdapat persoalan normatif 

mengenai pemenuhan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 UU Perkawinan. Dengan demikian, apabila suatu 

perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tidak memenuhi batasan hukum nasional yang ditentukan 

Pasal 56, keberadaan akta perkawinan asing tidak dengan sendirinya mengharuskan negara Indonesia 

mencatat perkawinan tersebut. 

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, keadaan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip 

ketertiban umum (ordre public). Prinsip ini memungkinkan hukum forum membatasi penerapan hukum 
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asing apabila akibat penerapan hukum asing tersebut bertentangan dengan prinsip fundamental atau 

ketentuan hukum yang bersifat memaksa dalam hukum nasional. Dalam konteks perkawinan WNI di 

luar negeri, prinsip tersebut harus dibaca bersama dengan Pasal 56 UU Perkawinan yang secara eksplisit 

mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum negara tempat perkawinan tetap 

tidak boleh melanggar ketentuan UU Perkawinan. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum asing 

tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kepentingan dan ketentuan fundamental hukum nasional 

(Romli & Khadijah, 2024). 

Kebijakan hukum terhadap perkawinan beda agama juga perlu dilihat setelah diterbitkannya 

SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut memberikan petunjuk kepada hakim agar tidak 

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. 

Oleh karena itu, SEMA tersebut memiliki relevansi langsung terhadap proses peradilan, tetapi tidak 

dapat secara sederhana diposisikan sebagai dasar tunggal kewenangan administratif Disdukcapil. 

Kajian mengenai pencatatan perkawinan beda agama menunjukkan adanya perubahan praktik setelah 

diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, terutama karena mekanisme penetapan pengadilan yang 

sebelumnya menjadi salah satu dasar pencatatan mengalami pembatasan melalui pedoman Mahkamah 

Agung (Muin et al., 2024; Kahirul & Handayani, 2023). 

Dengan demikian, akibat hukum dari penolakan pencatatan perkawinan beda agama yang 

dilangsungkan di luar negeri harus dibedakan dari pembatalan perkawinan. Penolakan pencatatan pada 

dasarnya berarti bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dicatat dalam administrasi kependudukan 

Indonesia apabila persyaratan hukum dan administratif yang ditentukan tidak terpenuhi. Akibatnya, 

pasangan tidak memperoleh kedudukan administratif sebagai pasangan yang perkawinannya tercatat 

dalam sistem kependudukan Indonesia dan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan 

perkawinan untuk kepentingan hukum tertentu. Namun, penolakan pencatatan bukanlah putusan 

pembatalan perkawinan, karena pembatalan merupakan persoalan hukum tersendiri yang berada dalam 

ranah peradilan. 

Dalam kondisi demikian, penyelesaian kedudukan hukum para pihak harus ditempatkan 

berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam hukum Indonesia. Mekanisme tersebut dapat berbeda 

bergantung pada jenis perkawinan, agama para pihak, tempat perkawinan dilangsungkan, serta dasar 

hukum yang digunakan untuk mengajukan pencatatan. Dalam konteks perkawinan yang secara hukum 

dapat diajukan pengesahan atau penetapan, mekanisme pengadilan dapat menjadi salah satu jalan untuk 

memperoleh kepastian hukum. Namun, untuk perkawinan beda agama, penerapan mekanisme tersebut 

harus mempertimbangkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan perkembangan putusan pengadilan yang 

berlaku. Oleh sebab itu, konversi agama tidak dapat diposisikan sebagai prosedur administratif yang 

wajib atau otomatis, melainkan merupakan persoalan pilihan dan status hukum pribadi para pihak yang 

memiliki konsekuensi tersendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan konsekuensi utama pada 

aspek kepastian, pembuktian, dan administrasi hubungan keluarga, bukan semata-mata hilangnya 

seluruh hak keperdataan para pihak. Perkawinan yang belum tercatat dapat tetap dicantumkan dalam 

administrasi kependudukan sebagai “kawin belum tercatat” dalam kondisi tertentu, sementara hak-hak 

anak tetap memperoleh perlindungan administratif. Namun, ketiadaan pencatatan dapat meningkatkan 

kesulitan pembuktian dalam perkara perceraian, harta perkawinan, kewarisan, serta berbagai hubungan 

hukum yang mensyaratkan bukti status keluarga (Kustiawan et al., 2022; Amzal & Hanapi, 2023; 

Zulfadli et al., 2026). Dalam konteks perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, 

persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena selain aspek administratif, harus terlebih dahulu 

diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan substantif hukum Indonesia dan batasan pengakuan terhadap 

hukum asing berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan. 

 

SIMPULAN 

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri pada dasarnya dapat dinyatakan sah 

secara formil menurut hukum negara tempat perkawinan dilakukan berdasarkan asas lex loci 

celebrationis. Namun dalam konteks hukum nasional Indonesia, status hukum perkawinan tersebut tetap 

dinilai tidak sah secara materiel apabila tidak memenuhi syarat keagamaan sebagaimana ditentukan 
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dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan 

perkawinan warga negara Indonesia selalu melekat pada norma agama yang bersifat imperatif, tanpa 

memandang lokasi pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, walaupun dokumen perkawinan yang 

diterbitkan oleh otoritas asing memiliki legalitas formil, substansi perkawinan beda agama tetap tidak 

memenuhi syarat keabsahan menurut hukum Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya batas jelas 

antara pengakuan hukum asing dan kewajiban negara untuk mempertahankan ketertiban umum serta 

prinsip dasar hukum keluarga nasional.  

Tidak terpenuhinya syarat sah secara materiel mengakibatkan perkawinan beda agama yang 

dilakukan di luar negeri tidak dapat dicatat dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang menolak pencatatan karena pencatatan hanya dapat 

diberikan kepada perkawinan yang sah menurut hukum nasional. Penolakan ini menimbulkan 

konsekuensi administratif berupa tidak munculnya status “kawin” dalam dokumen kependudukan, tidak 

dapat diterbitkannya Kartu Keluarga sebagai keluarga baru, serta hambatan akses layanan publik seperti 

BPJS, imigrasi, dan perbankan. Lebih jauh, ketidakpastian administratif tersebut berdampak pada 

kerentanan keperdataan pasangan, status anak, serta pembuktian harta bersama. Dengan demikian, 

akibat hukum pencatatan menunjukkan bahwa terdapat disharmoni antara legalitas formil akta 

perkawinan asing dan legalitas materiel menurut hukum nasional, sehingga menegaskan perlunya 

kejelasan kebijakan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum bagi warga negara yang melangsungkan 

perkawinan lintas batas. 
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